
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

bahwa untuk m elaksan akan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daera h Kabupalcn Mojokerlo Nomor 6 Tahun 2019 tenlang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019, perlu menelapkan Peraturan Bu pati ten tang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Ta h un Anggaran 2019 ; 

l. Unda n g-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daera h -daerah Kabupa ten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41 ) juncto Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Balas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tamba h a n Lembaran Negara Republik Indon esia 

Ndmor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaha raan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Pe,rimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. U1;1:dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pe
1

~bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Pe~aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(L~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

88::ntuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran 
'· 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Ndmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Beianja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

18. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

K~sehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

42); 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

te~ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
·' 
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Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 277); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tet?-tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 

Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 
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Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 

2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan 

Tepaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Nomor 14); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 

37. Pe'taturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2019 Nomor 6 ); 

39. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 38); 
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40. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 

Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2019 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 
{'. 

Pasal 1 

Anggara~ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto 

Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah 

Rp. 2.570.155.645.307,00 bertambah sejumlah 

Rp. 299.727.700.943,60 sehingga menjadi 

Rp. 2.869.883.346.250,60 dengan rincian sebagai berikut: 
~ 

( 1) Pendapatan Daerah : 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan setelah 

perubahan 

(2) Belanja Daerah : 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja setelah 

perubahan 

Defisit Setelah Perubahan 

(3) Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah Penerimaan 

setelah perubahan 

Rp. 2.513.655.645.307 ,00 

Rp. 39.347.705.340,93 

Rp. 2.553.003.350.647,93 

Rp. 2.570.155.645.307 ,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

299. 727. 700. 943,60 

Rp. 2.869.883.346.250,60 

Rp. 316.879.995.602,67) 

Rp. 

73.500.000.000,00 

265.379. 995.602,67 

338.879. 995.602,67 
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b. Pengeluaran 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah Pengeluaran 

setelah peru bah an 

Jumlah Pembiayaan neto 

setelah peru.bahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah Peru.bahan 

Pasal 2 

Rp. 

Rp. 

17 .000.000.000,00 

5.000.000.000,00 

Rp. 22.000.000.000,00 

Rp. 316.879.995.602,67 

Rp. 0,00 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam L~mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

Pasal 3 

.. 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 
:.1. 

Pasal 4 

Daftar nama penenma, alamat penerima dan besaran hibah 

tercanttim dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 5 

Daftar nama penenma, alamat penenma dan besaran bantuan 

sosial (tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya) tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini. 
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Pasal 6 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 27 ~~~ 2-0, 
j 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal ;).7 ~~s ~~ 

WAKIL BUPATI MOJOKERTO, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 45 


